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Abstract

Of the several prevailing systems, the majority used are leases, orange collectors
rent oranges from farmers for a certain time, and as long as the rental period is
still running and has not been completed, the farmers are not allowed to use their
land and the status of the land benefits belongs to the lessee. This research
method is a qualitative field research, with the Syafi'i School of jurisprudence and
formal juridical approaches, and the data collection method is interviews with
people in the Banyuwangi Regency area. The result of the research is that the
practice of renting oranges in villages in the Banyuwangi Regency is legal
because it is in accordance with the rules set by the Syafi'i School. Actually there
is one condition ma'qud ‘alaih that is not fulfilled, namely the object of the ijarah
transaction is only intended for benefits or services, so it is not permissible to rent
out goods in order to obtain benefits in the form of other goods or objects of
benefit. However, according to Tagiyyudin As-Subki, at the end of his life, he
allowed to rent a tree with the aim of obtaining its fruit.
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Abstrak

Dari beberapa sistem yang berlaku, mayoritas yang digunakan adalah sewa,
yakni pengepul jeruk menyewa jeruknya petani dengan ukuran waktu tertentu,
dan selama waktu persewaan masih berjalan dan belum selesai, pihak petani
tidak boleh memanfaatkan lahannya dan status manfaat lahannya milik dari pihak
penyewa. Metode penelitian ini adalah kualitatif field research, dengan
pendekatan figh Mazdhab Syafi’i dan Yuridis Formal, dan metode pengumpulan
data adalah wawancara dengan masyarakat yang berada diwilayah Kabupaten
Banyuwangi. Hasil penelitianya adalah praktek sewa jeruk yang ada di desa-desa
yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sah karena sesuai dengan
aturan-aturan yang ditetapkan oleh Mazdhab Syafi’i. Sebenarnya ada satu syarat
ma’qud ‘alaih yang tidak terpenuhi, yakni obyek transaksi ijarah hanya
diperuntukkan pada manfaat atau jasa, sehingga tidak boleh menyewakan barang
dalam rangka untuk mendapatkan manfaat yang berupa barang yang lain atau
benda manfaat. Akan tetapi menurut Tagiyyudin As-Subki diakhir umurnya
memperbolehkan menyewa pohon dengan tujuan untuk memperoleh buahnya.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Mazdhab Syafi’i
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A. PENDAHULUAN
Menurut kuznet (1964) didalam Muta’ali (2018) pertanian memiliki empat
bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional,
yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan
kontribusi devisa. Sektor pertanian juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama
sebagai sumber investasi sektor nonpertanian, surplus uang disektor pertanian
menjadi sumber dana investasi disektor lain, kedua sebagai sumber bahan baku
atau input bagi sektor lainnya, khususnya argroindustri dan perdagangan, ketiga
melalui peningkatan pertanian pasar output, sebagai sumber diversifikasi produk
di sektor ekonomi lainya. Menurut syariah Islam, yang disampikan oleh ‘Isa
‘Abduh didalam kitab ‘Amal fi al-Islam
>l OVl el elae Aol 8 DDla cub Lgad el g oL B g g e dee del 5l
i, daelaial g Apalail 2 8 53 ade s L Jaall s Claall (A iy JSLAY | ol
ORallS bl g Aiiaed) o sall iy Jil 5 o sallS 1o se () Al 2 LY oL (galaBY) clall
Jsahall s Al ia ka8 4 il adide ) )3l e laia) culadl 8 Ll @lly je 5 ol

Artinya: “Pertanian merupakan sebuah pekerjaan yang diperintahkan dalam
Islam dan merupakan pekerjaan yang baik dan halal, serta mampu
mengeluarkan produk makanan dari segi rohani, fisikal seterusnya
zakat dan sedekah. Pertanian juga merupakan pekerjaan yang dapat
memenuhi  keperluan ekonomi dan masyarakat, serta mampu
mengeluarkan bahan keperluan sayur-sayuran dan berupa bahan-
bahan makanan, pakaian. Manakala dari segi kemasyarakatananya,
pertanian berguna kepada seluruh manusia, binatang serta bangunan ”.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki luas
5.782.50 km2, dengan lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44%,
perkebunan seluas 82.143.63 ha atau 14.21%, berdasarkan data statistik, potensi
lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah
Kabupaten Malang dan Jember. Sedangkan tanaman buah-buahan unggulan yang
memiliki tingkat produksi terbesar adalah komoditas jeruk siam dengan tingkat
produksi sebanyak 420.906 ton. Jeruk siam merupakan salah satu produk buah
andalan Kabupaten Banyuwangi dan telah mampu dipasarkan keluar daerah.
Selain jeruk siam komoditas unggulan Kabupaten Banyuwangi adalah buah

pisang, semangka dan manggis. Komoditas buah-buahan di Kabupaten



Jurnal Ekonomt Syariah Darussalam
Vol 3 No 2 Agustus 2022, ISSN: 2745-8407 162

Banyuwangi selain mampu dipasarkan keluar daerah juga mampu dipasarkan
sampai pasar ekspor.

Dalam pendistribuan jeruk ada istilah pengepul yakni pedagang jeruk yang
membeli buah jeruknya petani atau menyewa kebun jeruknya petani. Sistem
pendistribusian jeruk yang dilakukan oleh petani yang berada diwilayah
Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa metode, seperti petani menjual per
kilo kepada pengepul jeruk, petani melakukan akad sewa kepada pengepul jeruk,
atau sistem tebas. Dari beberapa sistem yang berlaku, mayoritas yang digunakan
adalah sewa, yakni pengepul jeruk menyewa jeruknya petani dengan ukuran
waktu tertentu, dan selama waktu persewaan masih berjalan dan belum selesali,
pihak petani tidak boleh memanfaatkan lahannya dan status manfaat lahannya
milik dari pihak penyewa. Sitem sewa jeruk ini, ketika dipandang dari sisi syariah,
memunculkan perbedaan pendapat. Perbedaan ini dibuktikan dengan hasil
penelitian yang ditulis oleh Sopalatu (2014) dalam penelitinya “Pandangan
Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon
Kelapa di Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah”
mengatakan bahwa pelaksanaan sewa menyewa tanaman pohon kelapa di Desa
Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengabh, telah seusai dengan Hukum
Ekonomi Islam hal ini ditunjukan oleh adanya manfaat obyek yang menjadi inti
dari sewa menyewa adalah buah dari tanaman pohon kelapa sebagaimana di
jelaskan sebelumnya bahwa suatu materi yang bervolusi secara bertahap
hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu
pada kambing.

Pendapat di atas berbeda dengan pendapatnya Sari, Khalil, Fitriyah (2020),
dalam penelitianya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Pohon Mangga di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk” yang mana mereka
berpendapat bahwasanya menurut tinjauan Hukum Islam, terdapat beberapa
permasalahan terkait dengan praktik sewa menyewa ini, di antaranya adalah objek
yang digunakan adalah pohon manga, objek tersebut dinilai tidak memenuhi
syarat dalam perjanjian (akad) sewa menyewa khususnya terkait dengan manfaat
dari objek yang disewakan, karena pohon mangga merupakan objek yang

kemanfaatannya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pohon mangga dinilai
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sangat rentan untuk dapat diambil manfaatnya karena tidak dapat dipastikan
apakah pohon tersebut akan berbuah atau tidak berbuah berbuah banyak ataupun
berbuah sedikit. Di sisi lain objek dari sewa menyewa haruslah berupa nilai
kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi dalam sewa menyewa bukanlah
untuk memperoleh sebuah barang. Hal lain, dengan menggunakan objek ini, maka
akan menimbulkan spekulasi hasil yang belum menentu yang akhirnya
menimbulkan gharar, di mana dalam hukum Islam sendiri dilarang karena dapat
merugikan salah satu pihak. Risiko menjadi tanggung jawab penyewa (ajir). Hal
ini tidak sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia
(DSNMUI) No: 112/DSN-MUY1X/2017 Tentang Akad ljarah, yang menjelaskan
bahwa ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena
perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-Ta’addi, al-Tagsir, atau
mukhalafat al-Shurut. Pendapat ini didukung oleh Hartalena, Sanusi, Anis (2020),
dalam penelitianya “Praktik Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Desa Bonto Sinala
Kecamatan Sinjai Borong” mereka mengatakan bahwa prakter sersebut tidak
memenuhi beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa, di mana manfaat yang
diperoleh dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi (buah
cengkeh) sementara akad ijarah merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta
benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang
dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal untung atau
rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah penjualan buah
cengkeh, hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau persengketaan dikemudian
hari.

Setelah melihat perbedaan pendapat yang ada dalam hasil penelitian di atas,
maka penulis memiliki keinginan untuk membahas hukum sewa jeruk yang
dilakukan oleh petani di Kabupaten Banyuwangi dengan pengepul, dengan tujuan
untuk mengetahui hukum yang sebenarnya. Karena praktek sewa jeruk memiliki
kesamaan dengan praktek sewa pohon yang sudah pernah diteliti, dalam hal objek
dalam praktek sewa jeruk ini manfaat yang diperoleh dari sewa menyewa tersebut

berupa materi (buah jeruk)
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B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Akad ljarah

Menurut asy-Syarbiniy al-Mishriy (1987:409) kata ijarah secara etimologi
memiliki arti nama untuk upah, sedangkan secara terminologi, ijarah adalah
kontrak atas kerja atau manfaat yang memiliki nilai ekonomi (magshudah),
diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan
ongkos yang sudah diketahi. Berdasarkan definisi ijarah secara etimologi, ada
beberapa hal yang dikecualikan, yaitu:

a. Barang (‘ain), artinya obyek transaksi ijarah hanya diperuntukkan pada
manfaat atau jasa, dengan demikian, tidak sah menyewakan pada sapi perah
untuk diambil manafaatnya yang berupa air susunya.

b. Manfaat yang tidak memiliki nilai ekonomis (ghairu magshudah) seperti
menyewakan mata uang dinar untuk aksesoris.

c. Akad qgirad dan akad ju’alah dengan obyek yang tidak jelas (majhul). Sebab
dalam akad-akad ini, manfaat (pekerjaan) ‘amil dan maj 'ul lah tidak jelas dan
tidak terukur.

d. Manfaat alat vital (budhu’), sebab syariah tidak melegalkan atas diserah-
terimakan manfaat tersebut kepada orang lain.

e. Akad i’arah, hibbah dan washiyat manfaat, dan syirkah, hal ini disebabkan
akad-akad tersebut merupakan akad non-komersil (bi ghairi ‘iwad).

f. Akad girad dan musagah, karena kedua akad ini merupakan akad yang
kompensasinya tidak diketahui secara nominal.

2. Dalil ljarah

Seluruh ulama’ sepakat bahwasanya akad ijarah merupakan akan yang
dilegalkan oleh syariah Islam, hal ini berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah

a. Al-Quran Surat ath-Thalaq: 6
Jaa V5l R )3 'ug—\k" ‘M Ghsial ¥y Kady Ge AL Eia (e (U
RO TR SRR PV P SRS W P R R u@iu Oy @A Gedle s

(oAl A il S5 ¢ 5

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang

sudah ditalaqg) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
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menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya .

b. As-Sunnah

Lle (o B3 GhEs0E (B s AJ Ge yua Ce gl LT sk G el s
o5 Ge d AN G Ge A5 & gl Al ale A e 0 Sl e B sy
i3 0 palall JF (b s G et 38 Al Salall Eunall G Gala g 5 e
Lalla Juf 6 30 L5 e s15e155 Laglilal ) 43) L 8as (58 JE o B 55
per 2818 £ LN G5 35068 (3 Dale Lagaa Galladly Sa3 3 3 JUl Aaia Lagiilal sy
Jallll (3 )y 54 5384 (i
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah
mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma’mar dari Az Zuhriy
dari ‘Urwah bin Az Zubair dari ‘Aisyah Radliallahu ‘anha: Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari
suku Ad-Dil kemudian dari suku ‘Abdi bin ‘Adiy sebagai petunjuk
jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang
sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al ‘Ash
bin Wa’il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka
keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu
keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah
perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan
keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya
melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya
‘Amir bin Fubhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut.
Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota

Makkah yaitu menyusuri jalan laut.

c. Akal

Menurut Abi Bakr ibn ‘Abdillah (2004:183), Wazarah al-Aughaf wa asy-
Syuun al-Islamiyah (1983:254) berdasarkan akal, akad ijarah merupakan akad
yang dijadikan sebagai alat yang memudahkan bagi manusia untuk memiliki
manfaat atau jasa yang dikehendaki walaupun secara fisik tidak memilikinya.
Membutuhkan manfaat atau jasa sama halnya dengan membutuhkan barang
atau benda, orang yang fagir membutuhkan hartnya orang yang kaya
sedangkan orang yang kaya membutuhkan tenaganya orang yang fagir. Salah
satu fungsi disyariatkanya sebuah transaksi adalah menjaga atau memelihara
kebutuhan manusia.

3. Struktur Akad ljarah
Berdasarkan pendapat dari mazdhab syafiiyah setruktur akad ijarah terdiri

dari empat rukun, yaitu:
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a.

‘Agidani (Mu jir dan Musta jir)

Menurut Ibn Salamah al-Qulyubiy, al-Burullusi al-Mishriy (1956: 2:
262), ibn ‘Umar, (1971:229) ‘Agidani adalah pihak yang melakukan transaksi
akad ijarah meliputi mu jir dan musta jir. Mu jir adalah pihak yang memiliki
hak milik atas jasa atau manfaat. Dalam praktek transaksi ijarah yang
melibatkan tenaga dirinya disebut dengan ajir. sedangkan musta jir adalah
pihak yang menyewa jasa atau manfaat barang. Syarat mu jir dan musta jir
adalah muthlaq at-tasharruf, yakni orang yang memiliki kebebasan untuk
mentasarufkan hartanya baik dalam pentasarufannya mengandung unsur
maslahat atau tidak, tasaruf yang bersifat komersil atau tidak. Muthlaqg at-
tasaruuf statusnya sama dengan ahli at-fabarru’ yakni seseorang yang
memiliki sifat pandai, memiliki kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan
yang mana berdasarkan undang-undang syar’i diperbolehkan untuk
melakukan kebaikan (Aris, 2018:92).

Manfaat (Ma 'qud ‘Alaih),

Ibn Qasim Al-‘Abady (1971:512) mengatakan ma’qud ‘alaih adalah jasa
atau manfaat barang yang menjadi objek akad ijarah. Secara umum batasan
manfaat yang boleh diijarahkan adalah tiap-tiap barang yang secara syara’
boleh dimanfaatkan, manfaat barang dimiliki oleh pihak mu jir, ketika
dimanfaatkan fisik barangnya tidak berkurang, manfaat barang yang
disewakan bisa diketahui, memiliki nilai tukar serta dapat diserahterimakan.
Adapapun syarat ma 'qud ‘alaih (manfaat) secara detail adalah:

1) Mutagawwim, yakni jasa atau manfaat barang memiliki nilai tukar, dalam
hal ini diukur dengan dua prespektif yaitu dari prespektif ‘urf dan
prespektif syara’ (Al-Khin, Al-Bugha, 1992:6:), namun ada satu pendapat
yang mengatakan bahwa jasa atau manfaat barang yang memiliki nilai
harga dipandang dari prespektif pelaku transaksi itu sendiri (an-Nawawi
2006:254).

2) Berupa nilai kegunaan bukan berupa nilai barang, menurut an-Nawawi
(1971:253) orientasi dalam akad ijarah adalah manfaat barang bukan
barang itu sendiri, oleh sebab itu tidak diperbolehkan malaksanakan akad

ijarah sedangkan orientasinya adalah barang itu sendiri seperti menyewa
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buah apel untuk dimakan, berbeda apabila akad ijarah terhadap barang dan
manfaatnya berupa barang sedangkan manfaat yang berupa barang itu
bukan orientasi atau tujuan akad namun manfaat yang berupa barang itu
sesuatu yang tidak dapat terpisah dari akad ijarah karena faktor hajat atau
dharurat maka hukumnya boleh seperti menyewa seorang wanita untuk
menyusui bayi dimana yang menjadi tujuan pokok dari akad ijarahnya
adalah jasa asuhnya sedangkan air susunya didapatkan hanya implikasi
yang tidak dapat terpisah dari layanan jasa asuh.
3) Mampu diserahkan, manfat kembali kepada musta jir, dan barang, kreteria
serta kadarnya dapat diketahui secara spesifik. (Purnasiswa, 2020:282-
284)
c. Ujrah
Al-Khin, al-Bugha, (1992:146-147), hakikat dari ujrah adalah harga
manfaat barang yang disewa yang mana harga tersebut dapat dimiliki
disebabkan melakukan akad ijarah, adapun syarat ujrah sama dengan syarat
staman dalam akad jual beli, yaitu suci, muntafa’bih (memiliki manfaat),
pihak musta jir memiliki wilayah (kekuasaan) untuk menyerahkan, diketahui
secara jelas oleh kedua belah pihak.
d. Akad
Menurut al-Khin, al-Bugha, (1992:139) akad adalah ungkapan yang
terdiri dari ijab dan gabul. ljab adalah bahasa transaksi dari mu jir yang
memuat perjanjian kontrak penyerahan hak milik jasa atau manfaat kepada
musta jir dengan mengganti upah tertentu, baik dengan transaksi yang sharih
(jelas, ekplisit), kinayah (implisit), atau muathah (simbolis). Sedangkan gabul
adalah ungkapan transaksi dari pihak musta’jir yang memuat persetujuan
menerima manfaat atau jasa yang diserahkan oleh pihak mu jir.
4. Macam-Macam ljarah
Al-Khin, al-Bugha, (1992:148-149) mengatakan bahwasanya dipandang
dari sisi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah ‘ain dan ijarah fi

zdimah.



Jurnal Ekonomt Syariah Darussalam
Vol 3 No 2 Agustus 2022, ISSN: 2745-8407 168

a. ljarah ‘Ain
Ljiarah ‘ain adalah transaksi terhadap jasa orang atau manfaat barang
yang sudah ditentukan seperti ucapan saya menyewa manfaat mobil ini
selama tiga hari tiga malam. Adapun syarat ijarah ‘ain adalah:

1) Barang yang disewa manfaatnya harus jelas seperti ucapan saya menyewa
manfaat mobil ini.

2) Pada saat transaksi akad ijarah, barang yang disewa manfaatnya harus
hadir dan dilihat oleh kedua belah pihak.

3) Penggunaan manfaat barang tidak boleh diundur seperti ucapan saya
menyewakan manfaat sepedah motor ini selama tiga hari akan tetapi
dimulai hari rabo sedangkan waktu pelaksanaanya akad pada hari senin

b. ljarah fi azd-Zdimah
ljarah fi azd-zdimah adalah akad ijarah terhadap jasa orang atau manfaat
barang yang hanya disebutkan sifat-sifatnya seperti ucapan saya menyewakan
manfaat sepeda motor merek vario tahun 2016 warnanya putih. Adapun syarat
akad ijarah fi azd-azdimah adalah:

1) Ujrah atau upah diserahkan seketika ditempat akad;

2) Menjelaskan jenis barang yang manfaatnya disewa dengan menyebutkan
nau’ atau macam dan sifatnya seperti ucapan saya menyewakan manfaat
motor saya dengan ciri-ciri mereknya vario tahun 2015 warnanya putih
untuk mengantarkan kamu kepasar.

5. Hukum ljarah

Al-Khin, al-Bugha, (1992:149-150) berpendapat ketika akad ijarah sesuai
dengan rukun dan syarat maka akad ijarah tersebuh sah dan memiliki beberapa
dampak untuk pihak musta’jir memiliki hak manfaat sehingga pihak musta jir
dibebaskan untuk mentasarufkan manfaat mu jarah, sedangkan pihak mu Jjir
berhak mendapatkan urah sesuai dengan kesepakatan pada saat melaksanakan
transaksi.
C. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif field research,
menurut (Sugiyono, 2017:209) di dalam Lasiyama dkk. (2022:47), field research

adalah melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data dan informasi
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secara langsung dengan mendatangi responden. Sedangkan objek penelitian ini
adalah petani jeruk yang menempat di beberapa desa di Kecamatan Bangorejo,
Kabupaten Banyuwangi. Menurut Rahmat, Salamah (2020:77) istinbaht hukum
tidak akan mendapatkan hasil yang tepat kecuali dengan pendekatan yang tepat,
adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
melalui Figh Mazdhab Syafi’i dan pendekatan fenomenologi, yakni suatu
pendekatan atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahuai gejala-
gejala yang muncul berdasarkan pengalaman manusia (Assingkily, 2021:110).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder serta
data tersier (bahan tambahan) (Sholihin, 2020:25). Adapun metode pengumpulan
data yang dilakukan adalah wawancara, dokumentasi. dan studi dokumentasi (Tim
Tentor Master, Wangsit, 2021:564). Teknik pengolahan data yang dilakukan
adalah identifikasi data, reduksi data (data reduction), penyajian data (data
display), interpretasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (conclusion
drawing/verification) (Anggito, Setiawan, 2018:235-256). Sedangkan pengujian
keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan aneka
kegiatan yaitu memperpanjang cara observasi, pengamatan terus menerus,
triangulasi, peer debriefing dan member check (Endraswara, 2006: 111-112).
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut bapak Shodiq pada tanggal 22 Mei 2022 menyewakan kebon jeruk
merupakan tradisi yang sebagian besar petani yang berada di wilayah Kabupaten
Banyuwangi melakukanya. Praktek menyewakan kebon jeruk ini disebabkan
beberapa alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai modal
usaha, untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, dan untuk biaya sekolah anak.

Dalam sewa kebon jeruk, transaksi yang diungkapkan oleh petani adalah
saya menyewakan jeruk kepada kamu selama lima tahun. Praktek ini dijelaskan
oleh pak Nurul Huda 05 Juli 2022 sebagai petani. Melihat dari transaksi sewa
jeruk yang dilakukan oleh petani jeruk dengan pengepul jeruk, maka berdasarkan
pendapatnya mayoritas Ulama’ Mazdhab Syafi’i di dalam (al-A’dhami, 5:408)
mengakibatkan akad sewa tersebut tidak sah, karena dalam akad ijarah tidak
diperbolehkan menyewakan barang dalam rangka untuk mendapatkan manfaat

yang berupa barang yang lain atau benda, karena objek akad ijarah hanya
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diperuntukan pada manfaat atau jasa seperti menyewa pohon jeruk dalam rangka
untuk mendapatkan manfaat yang berupa jeruk. Hal ini ditegaskan oleh mayoritas
Ulama’ Syafiiyah, akan tetapi Tagiyyudin as-Subki diakhir umurnya di dalam
Abd Al-°Aziz al-Malibary (2017:130) memberikan fatwa diperbolehkan menyewa
pohon dengan tujuan untuk memperoleh buahnya.

Menurut bapak Malik, 26 Juli 2022 ungkapan di atas hanya untuk
mempermudah saja, karena secara kenyataanya dalam praktek sewa jeruk itu yang
disewakan bukan hanya pohonya saja akan tetapi tanahnya juga ikut disewakan,
dan menurut Bapak Malik, sebenarnya kalau akadnya dipanjangkan bunyinya
adalah saya menyewa tanah kamu sekalian pohon jeruknya selama lima tahun,
dan itu tertulis dalam kwitansi. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh
Bapak Malik, menunjukan bahwasanya dalam praktek sewa jeruk ini yang
disewakan adalah tanah dan seisinya, menurut pendapat Syaththa ketika seseorang
menyewakan tanahnya sekalian menyebutkan pohon yang ada di atas tanah, maka
pohon yang ada diatas tanah juga ikut disewakan dan hukumnya sah.

Menurut bapak Rohman sebagai penyewa jeruk (pengepul) pada tanggal 27
juli 2022 mengatakan bahwa petani yang menyewakan tanah harus orang yang
punya hak penuh atas kebebasan dalam menggunakan atau mentasarufkan
manfaat tanah tersebut. Dalam membuktikan atas hak milik manfaat sawah
tersebut, pihak pengepul langsung datang sendiri atau mewakilkan kepada orang
lain untuk melihat sawah yang disewakan. Berdasarkan pernyataanya Bapak Mol
dapat diketahui bahwasanya akad sewa jeruk sah, karena syarat mu’jir dan
musta jir sudah sesuai dengan ketetapan Mazdhab Syafii, yakni; syarat mu jir dan
musta jir adalah muthlaq at-tasharruf, yakni orang yang memiliki kebebasan
untuk mentasarufkan hartanya baik dalam pentasarufannya mengandung unsur
maslahat atau tidak, tasaruf yang bersifat komersil atau tidak. Muthlaq at-tasaruuf
statusnya sama dengan ahli at-tabarru’.

Purnasiswa 2015, (2020:282-284) mengatakan bahwasanya syarat ma’qud
‘alaih (manfaat) secara detail adalah mutagawwim, berupa nilai kegunaan bukan
berupa nilai barang, mampu diserahkan, manfat kembali kepada musta jir, dan
barang, kreteria serta kadarnya dapat diketahui secara spesifik. Berdasarkan syarat

ma’qud ‘alaih, dalam sewa jeruk ini sudah memenuhi persyaratanya. Hal ini
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dibuktikan oleh pernyataan Bapak Nur Huda sebagai penyewa jeruk, kami sebagai
penyewa tidak berani menyewa jeruk ketika kami belum mengetahui secara detail
terhadap sawah tersebut, untuk mengetahui itu, kami bertanya langsung kepada
pemiliknya terkait masalah lebar tanahnya, status hak milik sawah tersebut,
apakah milik sendiri atau dulunya dia hanya menyewa tanah kosong, selain
bertanya kepada pihak yang menyewakan, kami juga menyewakan kepada
tetangganya terkait masalah sawah tersebut, karena kami takut tanah itu adalah
tanah sengketa.
E. KESIMPULAN

Praktek sewa jeruk yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa-
desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi sah, karena sesuai dengan
aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Mazdhab Syafi’i. Sebenarnya ada satu
syarat ma’qud ‘alaih yang tidak terpenuhi, yakni; obyek transaksi ijarah hanya
diperuntukkan pada manfaat atau jasa, sehingga tidak boleh menyewakan barang
dalam rangkan untuk mendapatkan manfaat yang berupa barang yang lain atau
benda manfaat. Sedangkan dalam transaksi sewa jeruk tujuan pihak penyewa dan
pihan yang menyewakan adalah buah jeruk. Akan tetapi menurut Tagiyyudin as-
Subki diakhir umurnya memberikan fatwa diperbolehkan menyewa pohon dengan

tujuan untuk memperoleh buahnya
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